BAB IlI

KAJIAN TEORITIS

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) status memiliki arti
keadaan atau kedudukan seseorang (orang,badan,dan sebagainya) dalam
hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan
di- suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan
menjadi 7 kategori yaitu:

a. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko
secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang
telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak
menggunakan pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya
memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja atau
berusaha atas resiko sendiri dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar
dan atau buruh/pekerja tidak tetap.

c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas resiko
sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap
yang dibayar.

d. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain
atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji
baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan

tetap, tidak di golongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja
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bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1

majikan (orang/rumah tangga) yang sama sebulan terakhir, khusus pada

sector bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya
instansi/lembaga boleh lebih dari satu.

Kata Hubungan menurut KBBI memiliki arti bersambung atau berangkai
atau pertalian (yang satu dengan yang lain). Dalam hal hubungan kerja dapat
diartikan bahwa adanya pertalian antara pemberi kerja (majikan) dengan penerima
kerja (buruh). Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah
kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa sesorang Secara teratur demi
kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan
perjnjian kerja yang telah disepakati?’.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang
terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 Undanng-ndang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja
adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian
kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian
jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja/buruh.

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk
hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja
dengan pengusaha. Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh

bertentangan dengan perjanjian perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama

2" Hartono, judiantoro, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, (Jakarta :
Rajawali Pers, 1992), h. 10.
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(KKB)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada. Demikian halnya dengan
peraturan perusahaan, substansinya tidak beleh bertentangan dengan KKB/PKB.
Atas dasar inilah dalam pembahasan mengenai hubungan kerja ketiganya akan
dibahas secara terpadu karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa
terpisahkan sebagai komponen hubungan industrial.

Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut
hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan
adalah para subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan
hukum atau bertindak menurut ketentuan yang sesuai dengan hukum. Menurut
hukum ada dua subjek hukum, yaitu manusia (persoon) dan badan hukum
(rechtpersoon)®. Sedangkan yang menjadi objek hukum ialah segala sesuatu yang
menjadi sasaran pengaturan hukum dimana segala hak dan kewajiban serta
kekuasaan subjek hukum berkaitan di dalamnya.

Subjek hukum dalam hubungan kerja pada dasarnya adalah
pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Undang-undang No. 13 Tahun
2003 membedakan pengertian pengusaha, perusahaan, dan pemberi Kkerja.
Sedangkan yang menjadi objek dalam hubungan kerja adalah pekerjaan yang
dilakukan oleh pekerja, dengan kata lain tenaga yang melekat pada diri pekerja
merupakan objek hukum dalam hubungan kerja. Objek hukum dalam perjanjian
kerja, yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik yang

meliputi syarat-syarat kerja atau hal lain akibat adanya hubungan kerja?.

28 7aeni Asyhadie, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 61.
2% Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Sinar Grafika, 2010) h. 38.
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Definisi perikatan menurut Subekti, adalah suatu perhubungan hukum
antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak
menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban
untuk memenuhi tuntuan itu®. Sedangkan definisi perikatan menurut A. Pittlo
sebagaimana dikutip oleh Setiawan dalam bukunya, adalah : Perikatan adalah
suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih,
atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain
berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi®".

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian dapat dirumuskan, bahwa
perjanjian merupakan sumber utama dari suatu perikatan, sehingga perikatan itu
ada bilamana terdapat suatu perjanjian®’. Dengan demikian antara perjanjian
dengan perikatan terdapat hubungan sebab akibat, yaitu perjanjian sebagai sebab
yang merupakan peristiwa hukum, sedangkan perikatan sebagai akibat hukumnya.
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian
Kata perjanjian berasal dari bahasa terjemahan “overeenkoomst”
yang diterjemahka dengan menggunakan istilah “perjanjian” maupun
“persetujuan”. Mengenai kata perjanjian ada bebrapa pendapat yang
berbeda. Wiryono projodikono mengartikan perjanjian dari kata
verbintenis, sedangkan kata overeenkomst diartikan dengan Kkata

persetujuan. Sedangkan menurut R. Subekti verbintenis diartikan sebagai

%0 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1998), h. 1.

%! Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Jakarta: Bina Cipta, 1988), h. 2.

%2 pyrwahid Patrick, Dasar-dasar Hukum Perikatan, (Bandung : Mandar Maju, 1994),
h.12.
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perutangan/perikatan  sedangkatn overeenkomst diartikan sebagai
persetujuan/perjanjian.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengaturan hukum
perjanjian dapat ditemukan dalam sebagian dari Buku 111 KUHperdata,
yaitu yang secara khusus diatur dari Pasal 1313 hingga 1351
KUHperdata®.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHperdata, perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.

Rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 KUHperdata tersebut
menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang
mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian
lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada
satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut
yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek
hukum tersebut™®.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, disebutkan bahwa di dalam

suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu :

a. Ada pihak-pihak.

* R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Naional, (Bandung : Alumni, 1976) h. 12.

% Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum
Perdata, (PT. Grafindo Persada : Jakarta, 2007 ), h. 247.

* Ibid, h. 248.
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Pihak-pihak yang ada paling sedikit harus ada dua orang.
Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek
mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para
pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa
dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.
Ada persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam
membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk
mengadakan bargaining atau tawar menawar di antara keduanya, hal
ini biasa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian.
Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan, tipuan dan
kehakiman.
Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa
tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah
tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut
suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri
maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek
dalam perjanjian tersebut.
Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan
kewajiban tertentu, yang satu dengan lainnya saling berlawanan.

Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu
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prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak,
dan begitu pun selanjutnya.
e. Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis,
dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat
dalam suatu akta maka akta tersebut bisa dibuat secara authentic
maupun underhands. Akta yang dibuat secara authentic adalah akta
perjanjian yang dibuat oleh para Pihak di hadapan seorang pejabat
umum yang diberi wewenang untuk itu.

f.  Ada syarat-syarat tertentu.

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-
syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan
Pasal 1338 KUH Perdata ayat satunya menentukan bahwa
suatuperjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya®.

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Adapun syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan telah
ditentukan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa
untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

% Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada,
2004), h. 15.
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Kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan
perjanjian tersebut haruslah bersepakat, setuju dan seia sekata atas
hal-hal yang diperjanjikan.

Kecakapan membuat suatu perjanjian

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan
hukum dan yang bisa melakukan suatu hubungan hukum adalah
mereka yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan
kewajiban, pihak yang dikatakan sebagai pendukung hak dan
kewajiban adalah orang atau badan hukum.

Suatu hal tertentu.

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu
yang di dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan
disepakati. Sesuai ketentuan yang disebutkan pada Pasal 1333
KUHPerdata bahwa barang yang menjadi obyek Suatu perjanjian
harus ditentukan isinya.

Suatu Sebab yang halal.

Menurut undang-undang sebab yang halal adalah jika tidak
dilarang olehundang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan
dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan Pada-Pasal 1337

KUHPerdata.

4. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian, terdiri dari :

a.

Asas Kebebasan Berkontrak Atau Open System
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Maksudnya bahwa setiap boleh mengadakan perjanjian apa
saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini disebutkan di
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi :

”Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pada
dasarnya setiap orang boleh membuat suatu perjanjian yang dapat
dibuat secara bebas yang berisi dan dalam bentuk apa pun, asal tidak
bertentangan dengan undang-undang, dan perjanjian yang sah
berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.

Asas Konsensual Atau Asas Kekuasaan Bersepakat.

Bahwa perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat,
antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian telah
dinyatakan sah jika dalam perjanjian tersebut selain telah memenuhi
3 syarat, tetapi yang paling utama dan pertama adalah telah terpenuhi
kata sepakat dari mereka yang membuatnya. Di dalam asas ini ada
pengecualiannya yaitu dengan ketentuan yang harus memenuhi
formalitas-formalitas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.
Ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1458 KUH Perdata.

Asas Kelengkapan Atau Optimal System

Apabila para pihak yang mengadakan perjanjian,

berkeinginan lain, mereka bisa menghilangkan pasal-pasal yang ada

pada undang undang. Akan tetapi jika tidak secara tegas ditentukan
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di dalam suatu perjanjian, maka ketentuan pada undang-undang yang
dinyatakan berlaku. Ketentuan Pasal 1477 KUH Perdata menentukan
bahwa:

“Penyerahan harus terjadi di tempat di mana barang yang
terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak diadakan
perjanjian lain.”

Maksud dari ketentuan tersebut adalah apabila dalam suatu
perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak menentukan secara
tegas dan tidak menentukan lain, maka penyerahan barang yang
terjual tersebut adalah di tempat di mana barang tersebut dijual®’.

5. Jenis-Jenis Perjanjian
a. Perjanjian Menurut Sumbernya

Perjanjan  (kontrak) berdasarkan sumber hukumnya
merupakan penggolongan perjanjian (kontrak) yang didasarkan pada
tempat perjanjian (kontrak) itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo
menggolongkan perjanjian (kontrak) dari sumber hukumnya menjadi
5 (lima) macam, yaitu:

1. Perjanjian yang bersumber dari hokum keluarga, seperti halnya
perkawinan.

2. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, vyaitu yang
berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya

peralihan hak milik.

3" Ibid, h. 23.
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3. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan
kewajiban.
4. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut
dengan bewijsovereenkoms.
5. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik®.
b. Perjanjian Menurut Namanya
Pasal 1313 KUH perdata dan artikel 1355 NBW disebutkan
2 macam perjanjian (kontrak) menurut namanya, yaitu:
a. perjanjian (kontrak) Nominaat
Yaitu perjanjian yang dikenal dalam KUH perdata. Yang
termasuk perjanjian(kontrak) nominaat adalah jual beli, tukar-
menukar, sewamenyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan
barang,pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian Kkuasa,
penanggungan utang, dan perdamaian.
b. Perjanjian (kontrak) Innominaat
yaitu perjanjian (kontrak) yang timbul, tumbuh, dan
berkembang dalam masyarakat. Perjanjian (kontrakO ini belum
dikenal dalam KUH Perdata, yang termasuk perjanjian (kontrak)
Innominaat adalah leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim,
joint venture, kontrak karya, keagenan, production, dan sharing.

c. Perjanjian Menurut Bentuknya

% Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Jakarta : PT. Sinar
Grafika, 2003), h. 18.
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Perjanjian (kontrak) menurut bentuknya dapat dibagi menjadi

2 (dua) macam, yaitu, perjanjian (kontrak) lisan dan perjanjian

(kontrak) tertulis.

a. Perjanjian (kontrak) lisan adalah kontrak atau perjanjian yang
dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan saja
(pasal 1320 KUH Perdata). Dengan adanya consensus maka
perjanjian itu telah terjadi.

b. Perjanjian (kontrak) tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh
para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada
perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris™.

d. Perjanjian Timbal Balik
Perjanjian (kontrak) timbal balik merupakan perjanjianyang
dilakukan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban
pokok. Perjanjian jual beli dapat dibagi 2 macam, yaitu :

a. Perjanjian (kontrak) timbal balik tidak sempurna

Perjanjian (kontrak) timbal balik tidak sempurna
senantiasa menimbulkan suatu kewajiban pokok satu pihak,
sedangkan pihak yang lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini
tampak adanya prestasi yang seimbang satu sama lainnya.

b. Perjanjian (kontrak) yang sepihak

Perjanjian  (kontrak) yang sepihak merupakan

perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi satu pihak saja.

% salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta : PT. Sinar
Grafika, 2003), h. 28.
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e. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak Yang Membebani
Perjanjian Cuma-Cuma merupakan perjanjian yang menurut
hokum hanyamenimbulkan keuntungan bagi salah pihak saja.
Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan
perjanjian, disamping prestasi pihak yang satudan senantiasa ada
prestasi (kontra) dari pihak lain yang menurut hukum
salingberhubungan.
f.  Perjanjiam Berdasarkan sifatnya
Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu
perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator. Perjanjian kebendaan
adalah suatu perjanjian, yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah
atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan.
Sedangkan perjanjian Obligator merupakan perjanjian yang

menimbulkan kewajiban dari para pihak®.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja
1. Pengertian Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi
kerja/ pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban
para pihak mulai dari saat hubungan kerja itu terjadi hingga berakhirnya
hubungan kerja.
Menurut Pasal 1601 a KUH Perdata Perjanjian kerja

(Arbeidsoverenkoms), adalah:

0 Ibid, h. 30.
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“Perjanjian kerja adalah : suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si
buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si
majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan
menerima upah.”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian :

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan
kewajiban para pihak”.

Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun
melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja
secara lisan*'. Dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan “Perjanjian kerja dibuat secara
tertulis atau lisan”. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Perjanjian kerja
dibuat atas dasar:

a. Kesepakatan kedua belah pihak;
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

*1 Penjelasan Pasal 51 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
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d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang
berlaku®.

Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu
perjanjian dimana pihak kesatu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja
dengan menerima upah pada pihak lain yakni majikan, dan majikan
mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.*

Prof. Subekti, S.H memberikan pengertian tentang perjanjian kerja
yaitu : Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan,
perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji
tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas
(dierstverhanding), yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang
satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati
oleh pihak yang lain*.

2. Bentuk Perjanjian Kerja

Dalam pembuatan perjanjian kerja tidak ditentukan bentuk tertentu,
jadi dapat dilakukan secara lisan dengan surat pengangkatan oleh pihak
majikan dan tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan
dapat dilakukan secara tertulis, yaitu dalam bentuk surat perjanjian yang
ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*2 pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

* Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (PT. Raja Grafindo
persada, 2001), h. 36.

* Djumadi, Opcit, h. 30.
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Mengenai bentuk perjanjian kerja diatur dalam Pasal 51 Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pada
ayat (1) disebutkan : perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
Dengan demikian jelas bahwa bentuk perjanjian kerja dapat dibuat dalam
bentuk tertulis ataupun dilakukan secara lisan, namun lebih dianjurkan
untuk dibuat secara tertulis demi mendapatkan perlindungan hukum yang
lebih baik.. Hal yang sama juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 51
ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yaitu pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara
tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan
perjanjian kerja dibuat secara lisan.

Lebih lanjut pada Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur: “Perjanjian Kerja yang
dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat™*:

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

c. Jabatan atau jenis pekerjaan;

d. Tempat pekerjaan;

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh;

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

5 Ibid, h. 37.
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h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja;
i. Tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja.
3. Jenis Perjanjian Kerja
Jenis perjanjian kerja dapat dibedakan atas lamanya waktu yang
disepakati dalam perjanjian kerja, yaitu dapat dibagi menjadi Perjanjian
Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT).
a. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT)
Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja
antara pekerja/burun dengan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu®.
Pengertian tersebut sependapat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/V1/2004
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
dengan pendapat Prof. Payaman Simanjuntak bahwa PKWT adalah
perjanjian kerja antara pekerja/ buruh dengan pengusaha untuk
melaksanakan pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu
tertentu yang relatif pendek yang jangka waktunya paling lama 2
tahun,dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama
sama dengan waktu perjanjian kerja pertama, dengan ketentuan

seluruh (masa) perjanjian tidak boleh melebihi tiga tahun lamanya.

*® pasal 1 Angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/V1/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu.
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Lebih lanjut dikatakan, bahwa PKWT dibuat untuk jangka waktu 1
(satu) tahun, maka hanya dapat diperpanjang satu kali dengan jangka
waktu (perpanjangan) maksimum 1 (satu) tahun. Jika PKWT dibuat
untuk 1 1/2 tahun, maka dapat diperpanjang 1/2 tahun’.

Pada dasarnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT)
diatur untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, dengan
dasar pertimbangan agar tidak terjadi dimana pengangkatan tenaga
kerja dilakukan melalui perjanjian dalam bentuk perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang sifatnya terus-menerus
atau merupakan pekerjaan tetap/permanen suatu badan usaha.

Perlindungan pekerja/buruh melalui pengaturan perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT) ini adalah untuk memberikan kepastian
bagi mereka yang melakukan pekerjaan yang sifatnya terus-menerus
tidak akan dibatasi waktu perjanjian kerjanya. Sedangkan untuk
pengusaha yang menggunakan melalui pengaturan perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT) ini, pengusaha diberikan kesempatan
menerapkannya untuk pekerjaan yang sifatnya terbatas waktu
pengerjaannya, sehingga pengusaha juga dapat terhindar dari
kewajiban mengangkat pekerja/buruh tetap untuk pekerjaan yang
terbatas waktunya.

Untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana

diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun

" Febriyanto Liu, diakses melalui http://febriyantoliu.blogspot.co.id/2015/11/perjanjian-
kerja-pkwt-dan-pkwtt.html, pada tanggal 21 Januari 2018, 16.45 WIB.


http://febriyantoliu.blogspot.co.id/2015/11/perjanjian-kerja-pkwt-dan-pkwtt.html
http://febriyantoliu.blogspot.co.id/2015/11/perjanjian-kerja-pkwt-dan-pkwtt.html

49

2003 tentang Ketenagakerjaan hanya didasarkan atas jangka waktu

atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan

untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selain itu perjanjian kerja untuk

waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang

menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai

dalam waktu tertentu, yaitu:

1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

3) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.

b. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya
disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap®.
PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan dan tidak
wajib mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait.

Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang berlaku

*8 pasal 1 Angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/V1/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu.
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di antara mereka (antara pengusaha dengan pekerja) adalah klausul-
klausul sebagaimana yang di atur dalam UU Ketenagakerjaan.

Sedangkan untuk perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
(PKWTT) dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3
(tiga) bulan, dan di masa percobaan ini pengusaha dilarang
membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Apabila masa percobaan telah dilewati, maka pekerja/buruh
langsung menjadi berstatus pekerja tetap. Dengan status tersebut
pekerja/buruh memiliki hak sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama®.

Isi Perjanjian Kerja

Isi perjanjian kerja merupakan inti dari perjanjian kerja. Ini
berkaitan dengan pekerjaan yang diperjanjikan. Adakalanya isi perjanjian
kerja ini dirinci dalam perjanjian, tetapi sering juga hanya dicantumkan
pokok-pokoknya saja. Isi perjanjian kerja sebagaimana isi perjanjian
pada umumnya, tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundangundangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Isi perjanjian kerja merupakan pokok persoalan, tegasnya
pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
dalam Undang-undang vyang sifatnya memaksa atau dalam

Undangundang tentang ketertiban umum atau dengan tata susila

“9 Ibid, h. 50.
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masyarakat. Sehingga secara positif isi perjanjian kerja adalah dengan
sendirinya merupakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak buruh serta
kewajibankewajiban dan hak-hak majikan, yang berpangkal pada
melakukan pekerjaan dan pembayaran upah, acap kali kewajiban pihak
yang satu tersimpul dalam pihak lainnya dan hak pihak yang satu
tersimpul dalam kewajiban pihak lainnya™.

Antara majikan dan karyawan yang berada di dalam suatu
perusahaan menimbulkan adanya hubungan kerja, dimana hubungan
kerja ini terjadi setelah adanya suatu perjanjian kerja antara karyawan
dan majikan. Istilah perjanjian kerja menyatakan, bahwa perjanjian ini
mengenai kerja, yakni dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban
suatu pihak untuk bekerja. Jadi berlainan dengan perjanjian perburuhan,
yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan,
tetapi memuat syarat-syarat tentang perburuhan.

Bekerja pada pihak lainnya, menunjukkan bahwa pada umumnya
hubungan itu sifatnya ialah bekerja di bawah pimpinan pihak lainnya.
Perjanjian kerja pada dasarnya memuat pula ketentuan-ketentuan yang
berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh
serta hak dan kewajiban majikan. Ketentuan ini dapat pula ditetapkan
dengan peraturan majikan, yaitu peraturan yang secara sepihak
ditetapkan oleh majikan yang disebut dengan peraturan perusahaan dan

dapat pula diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB).

% Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta : Penerbit
Djambatan, 1987), h. 60.



52

C. Perjanjian Perburuhan/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Perjanjian
Kerja Bersama (PKB)

Istilah Perjanjian Perburuhan dikenal dalam Undang Undang No. 21
Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan
Pengusaha/Majikan, undang- undang ini merupakan salah satu dari undang-
undang yang dinyatakan dicabut dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 21 tahun 1954 lahir pada saat
bangsa kita menganut demokrasi liberal. sehingga semangat undang-undang ini
juga tidlk lepas dari filosofi tersebut.

Sesuai dengan semangat itu masing-masing pihak yangmembuat
perjanjian perburuhan cenderung berupaya membela kepentingannya sehingga
tidak jarang pihak yang satu melakukan tekanan kepada pihak yang lain jika
kepentingannya tidak terpenuhi. Konsep tersebut tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa, dan sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam hukum perburuhan
khususnya dengan lahirnya konsepsi Hubungan Industrial Pancasila (HIP), maka
istilah perjanjian perburuhan diganti dengan istilah Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) yang dalam pembuatannya mengutamakan musyawarah dan mufakat
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
menggunakan istilah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) karena substansi PKB ini
sendiri memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak yang
dihasilkan melalui perundingan (perjanjian) dan isinya bersifat mengikat.

1. Pengertian Perjanjian Perburuhan/KKB/PKB
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Perjanjian Perburuhan/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau
istilah yang dipergunakan dalam Undanng-ndang No. 13 Tahun 2003
adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam bahasa Inggris dikenal
dengan istilah Collective Labour Agreement (CLA), atau dalam bahasa
Belanda disebut dengan Collective Arbeids Overemkomst (CAO),
perjanjian ini dikenal dalam khasanah hukum Indonesia berdasarkan
ketentuan dalam KUHPerdata.

Dalam KUHPerdata Pasal 1601 n disebutkan bahwa Perianiian
Perburuhan adalah peraturan yang dibuat oleh seseorang atau beberapa
orang perkumpulan majikan yang berbadan hukum dan atau beberapa
serikat buruh yang berbadan hukum, mengenai syarat-syarat kerja yang
harus diindahkan pada waktu membuat perjanjian kerja. Selanjutnya
dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan
antara Serikat Buruh dengan Majikan disebutkan Perjanjian Perburuhan
adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-serikat
buruh yang terdaftar pada Kementerian Perburuhan dengan majikan,
majikan-majikan, perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang pada
umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus
diperhatikan dalam perjanjian kerja.

Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) adalah Perjanjian yang mempakan hasil perundingan antara serikat

pekerja/buruh atau beberapaserikat pekerja/buruh yang tcrcatat Pads
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instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan
pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang
memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pengertian ini hampir sama dengan pengertian KKB berdasatkan
Undang-Undang No. 25 Tahun 1997, hanya saja pengertian dalam
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyesuaikan diri dengan Undang-
Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja yang
mensyaratkan ~ serikat ~ buruh/pekerja  yang  terbentuk  harus
memberitahukannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerajaan untuk dicatat.

. Para Pihak yang Membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

PKB disusun oleh pengusaha dan serikat pekerja yang terdaftar dan
dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. PKB hanya
dapat dirundingkan dan disusun oleh serikat pekerja yang didukung oleh
sebagian besar pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dengan
demikian para pihak atau subjek yang membuat PKB adalah dari pihak
buruh/pekerja diwakili oleh serikat pekerja/buruh atau beberapa serikat
pekerja/buruh di perusahaan itu dengan pengusaha atau perkumpulan
pengusaha. Pekerja diwaktli oleh serikat pekerja dimaksudkan agar
pekerja lebih kuat posisinya dalam melakukan perundingan dengan
majikan karena pengurus serikat pekerja umumnya akan dipilih dari orang

yang mampu memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.
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Undang‘Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa dalam
hal di suatu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh,
maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh
dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha
apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus)
dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan (Pasal
119 ayat 1).

Ketentuan tentang tata cara pembuatan Perjanjian Kerja Bersama
sebagaimana paparan di atas menunjukkan bahwa buruh/pekerja maupun
pengusaha harus menjunjung tinggi asas demokrasi khususnya dalam
menentukan serikat buruh/pekerja yang paling berhak membuat PKB
dengan pihak pengusaha.

Masa Berlakunya PKB

Masa berlakunya PKB paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat
diperpanjang satu kali untuk paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan
kesepakatan tertulis antara serikat buruh/pekerja dengan pengusaha.

Dalam Pasal 124 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003
disebutkan bahwa Perjanjian Kerja Bersama paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban pengusaha;

b. hak dan kewaiiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekeria/buruh;

o

. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama;

o

tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
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Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 124 ayat 2).
Jika isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan
tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan (Pasal 124 ayat 3).

Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh
tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama (Pasal 127 ayat
1). Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja bertentangan dengan
perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian Kkerja tersebut
batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian
kerja bersama (Pasal 127 ayat 2). Demikian halnya jika perjanjian kerja
tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama
maka yang berlaku adalah atutan-aturan dalam perjanjian kerja bersama
(Pasal 128).

Ketentuan ini menggariskan tentang acuan hukum dalam membuat
berbagai perjanjian dalam hubungan kerja, Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) sebagai perjanjian induk di perusahaan dalam pembuatannya harus
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian
halnya dengan perjanjian kerja substansinya tidak boleh bertentangan
dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan

peraturan perusahaan, selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada



57

serikat pekerja/serikat buruh (pasal 129 ayat 1). Dalam hal di perusahaan
tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan perjanjian kerja bersama
diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada dalam
peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada
dalam perjanjian kerja bersama (Pasal 129 ayat 2).

4. Hubungan antara Perjanjian Kerja dengan Perjanjiaan Kerja Bersama
(PKB)

Dalam pembuatan perjanjian kerja harus mengacu atau
mempedomani Perjanjian Perburuhan/Perjanjian Kerja Bersama (PKB),
dengan kata lain perjanjian kerja harus menjabarkan isi daripada PKB>".
Ketentuan perjanjian kerja yang tidak sesuai/menjabarkan isi PKB menjadi
tidak sah dan yang berlaku adalah isi daripada PKB. Dalam kedudukan
seperti itu Perjanjian Perburuhan/PKB mempakan alat kontrol daripada
perjanjian kerja, PKB merupakan induk dari perjanjian kerja. Dengan
demikian perjanjian kerja tidak dapat mengenyampingkan isi PKB tapi
sebaliknya, PKB dapat mengenyampingkan isi perjanjian kerja. Dengan
demikian dapat dikemukakan beberapa hal yang merupakan hubungan
perjanjian kerja dengan PKB adalah:

a) Perjanjian perburuhan/PKB merupakan perjanjian induk dari
perjanjian kerja;
b) Perjanjian kerja tidak dapat mengenyampingkan Perjanjian

Perburuhan/PKB, bahkan sebaliknya Perjanjian Kerja dapat

® Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia EDISI REVISI, (PT.

Rajawali pers, 2009), h. 36
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dikesampingkan oleh Perjanjian Perburuhan/ PKB jika isinya
bertentangan;

c) ketentuan yang ada dalam Perjanjian Perburuhan/PKB secara otomatis
beralih dalam isi perjanjian kerja yang dibuat;

d) perjanjian perburuhan/PKB mempakan jembatan untuk menuju
perjanjian kerja yang baik.

Dengan sifat pengaturan dari isi Perjanjian Perburuhan atau PKB
tersebut yang tidak dapat ditawar-tawar lagi ka rena harus dijabarkan
dalam perjanjian kerja, maka tidak berarti terjadi pembatasan kebebasan
berkontrak bagi para pihak karena batasan dati asas tersebut adalah tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Intervensi
pemerintah dalam mengesahkan PKB yang dibuat serikat pekerja dan
pengusaha sebagai wujud sifat publik dari hukum perburuhan yang
dimaksudkan agar hak-hak normatif buruh/pekerja dalam hubungan kerja

dapat dipenuhi®.

D. Peraturan Perusahaan

Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No.
02/MEN/1976 disebutkan bahwa peraturan perusahaan adalah suatu peraturan
yang dibuat oleh pimpinan perusahaan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang
syarat-syarat kerja yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan dan memuat
tata tertib perusahaan. Sejalan dengan pengertian tersebut Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan pengertian Peraturan

°2 |bid, h. 88.
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Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang
memuat syarat. syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa peraturan perusahaan dibuat
secara sepihak oleh pengusaha yang berisikan tentang syarat kerja. hak dan
kewajiban pekerja dan pengusaha dan tata tertib perusahaan. Dengan kata lain
peraturan perusahaan merupakan petunjuk teknis dari PKB maupun perjanjian
kerja yang dibuat oleh pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha™.

Pada perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama (PKB),
pengusaha dilarang mengganti PKB dengan peraturan perusahaan, selama di
perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/buruh (Pasal 129 ayat 1
Undang'Undang No. 13 Tahun 2003). Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi
serikat pekerja/burun dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diganti dengan
Peraturan Perusahan maka ketentuan dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh
lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah
disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 108 ayat 1 Undang.
Undang No. 13 Tahun 2003). Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak
berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama (Pasal 108

ayat 2).

%3 Ibid, h. 89.
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Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan
pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan®. Dalam
hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh
maka wakil pekerja/buruh adalah pengurus serikat pekerja/ serikat buruh. Dalam
hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat
buruh, wakil pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud di atas adalah pekerja/buruh
yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di
perusahaan yang bersangkutan.

Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat™:

a. Hak dan kewajiban pengusaha;

b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;

c. Syarat kerja

d. Tata tertib perusahaan; dan

e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan (pasal 111 ayat 1).

Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa berlaku peraturan
perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa
brlakunya (Pasal 111 ayat 3). Selama masa berlakunya peraturan perusahaan,
apabila serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan
pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani (Pasal 111
ayat 4). Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama tidak
mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai habis

jangka waktu berlakunya (Pasal 111 ayat 5).

> Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, (Rineka
Cipta, 2001), h. 70.
* lbid, h. 71.



